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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
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TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN SECARA DIGITAL ARSIPARIS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Arsip
Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemeliharaan Arsip Dinamis dan untuk kelancaran
kegiatan pendokumentasian arsip secara digital
perlu menunjuk pengelola Dokumentasi Perizinan
dan Non Perizinan Secara Digital Arsiparis pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Balangan.

b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada
hurufl a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten  Balangan  tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola  Dokumentasi
Perizinan dan Non Perizinan Secara Digital Arsiparis
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265j;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);




3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia 43 Nomor 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneia Nomor 507 1);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 202. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklator Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

14.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip
Dinamis {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 818);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 43);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA DOKUMENTASI PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN SECARA DIGITAL ARSIPARIS PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN

Menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi Perizinan dan
Non Perizinan Secara Digital Arsiparis pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan.

Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir
dalam Lampiran [ Keputusan ini.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan.

: Alur prosedur dalam Dokumentasi Perizinan dan Non

Perizinan Secara Digital Arsiparis sebagaimana yang
terlampir dalam Lampiran Il Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
se 1 a mestinya.

Ditetapkan di  : Paringin
Pada tanggal : 22 Juni 2020




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN

NOMOR  :188.45/ /
TANGGAL : 22 Juni 2020

DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2020

NAMA PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN SECARA DIGITAL ARSIPARIS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

No. Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas
1. Pengarah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Balangan
2. Penanggung Jawab Kabid Pengaduan, Kebijkan dan
Pelaporan Layanan DPMPTSP
3. Ketua Kasi Pengaduan dan Informasi
Pelayanan DPMPTSP
4. Sekretaris Kasi Pelaporan dan Peningkatan
Layanan
5. Anggota Kasi Kebijakan dan Penyuluhan
Layanan
6. Operator Bidang Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan
Pengaduan dan Pelaporan Layanan

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN




